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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari terjemahan public policy, berikut kami akan
jelas apa yang dimaksud public dan policy. Islamy, Mi Irfan (1996:1-7)
menerjemahkan kata public kedalam bahasa Indonesiassargat susah misalnya

diartikan masyarakat, rakyat, umum dan negara.

Namun kebanyakan penulis buku mepérjerngtikannya sebagai “publik” saja
seperti terjemahan Public Policy yaitu Kebijakdn publik. Kata public mempunyai
dimensi arti yang agak banyak, seCara sosiologi kita tidak boleh menyamakannya
dengan masyarakat. Perbedaah-pengertiannya adalah masyarakat diartikan sebagai
sistem antar hubungan gosial dimana manusia hidup dan tinggal bersama-sama.Dj
dalam masyarakal \fersebat terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang
mengikat dan membatasi kehidupan anggota-angotanya. Dilain pihak publik diartikan
sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang
sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat/membatasi perilaku public
sebagaimana halnya pada masyarakat, karena public sulit dikenali sifat-sifat
kepribadiannya (indentifikasinya) secara jelas. Satu yang menonjol adalah mereka
mempunyai perhatian atau minat yang sama (Islamy,M.Irfan. 1996:1-6). Sedangkan
Kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan

kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues).Winarno,B. (2008:16) dan
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dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues).
Winamo,B. (2008:16) dan Abdul, W. Solichin (2010:1-2) sepakat bahwa istilah
‘kebijakan’ ini penggunaannya seriﬁg dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti
tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar,
proposat dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-
orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak
menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan

terscbut mungkin akan membingungkan.

Banyak batasan atau definisi mengenai apa ydng difnaksud dengan kebijakan
(policy). Setiap definisi tersebut memberi penekarian’yang berbeda-beda. Perbedaan
ini timbul karena setiap ahli mempunydl _latar belakang yang berbeda-beda pula.
Seorang penulis mengatakan, bahwa kébijakan adalah prinsip atau cara bertindak
yang dipilih untuk mengarahkan “pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan
Kenneth Prewitt (1973) yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah
ketetapan yang berldku) yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang,
baik oleh yang ‘membuatnya maupun olch mereka yang mentaatinya {a sfanding
decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of

both those who make it and those who abide it).

Konsep public policy dapat dipelajari secara sistematik pertama kali
digambarkan oleh John Dewey di dalam bukunya Logic: The Theory of Inquiry,
Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksprimen dari cara mengukur

kebijaksanaan (policy). Digambarkan pula bagaimana rencana-rencana tindakan harus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40992.pdf

13

dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat

dipergunakan sebagai uji coba yang tepat (Thoha, Miftah. 2008:104).

Mac Rae dan Wilde dalam Islamy, M. Irfan (1996:1.7) mengartikan kebijakan
publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai
pengaruh penting terhadap sejumlah orang. Pengertian ini mengandung maksud
bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan
pihhan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak

terhadap sejumlah besar orang.

Friedrich (Thoha,Miftah.2008:107) menyatakair kebijakan adalah suatu
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkaioleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertenith sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan.Pengertian-pengertian poficy seperti dikutipkan

di atas kiranya dapat dipergupakan sebagai dasar pemahaman dari public policy.

Menurut Dey {Thoha, Miftah. 2008:107) pemerintah acap kali melakukan hal-

hal yang tidak konsisten dan tidak berulang.

“Now certainly it would be a wonderful theng if government avtivities
were characterized by “consistency and repetitiveness”, but it is doubtful
that we would ever find “public policy” in government if we insist on
these criteria. Much of what government does is inconsistent and
nonrepetitive”,
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Adapun public policy menurut David Easton dalam Thoha, Miftah (2008:107)

sebagai berikut:
“the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns
out that only the government can authoritatively act on the ‘wholw’

society, and everything the government choose to do or not to do
results in the allocation of values”.

Menurut Thomas R. Dye bahwa public policy adalah apa pun yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (whatever
government choose to do or not to do). Dalam pengertian seperti” ini, maka pusat
perhatian dan public policy tidak hanya pada apa “aja - yang dilakukan oleh
pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang, tidak-dilakukan oleh pemerintah

(Thoha, Miftah. 2008:107).

Anderson merumuskan kehijakdn Sebagai langkah tindakan yang secara
sengaja dilakukan oleh seorang aktor-atau sejumiah aktor berkenaan dengan adanya
masalah atau persoalap” teftentu yang dihadapi. Jadi, definisi ini memusatkan
perhatian pada apa, ‘yang s¢benarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan
atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara
kebijakan (policy) dan keputusan (decision)-pemilihan salah satu di antara berbagat

alternatif kebijakan yang tersedia.

Winarno, B. (2008:16) mengingatkan bahwa berkenaan dengan definisi
kebijakan ini, dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang
sebenarnyadilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan.

Alasannya adalah karena kebijakan merupakan snatu proses yang mencakup pula
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tahap implementasi dan evaluasi, sehingga defimisi kebijakan yang hanya

menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Winarno,B. menganggap definisi dari Anderson yang mirip dengan definis:
Friedrich sebagai yang lebih tepat. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa
yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.
Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan
keputusan (decision), pemilihan salah satu di antara berbagai aliernatif kebijakan

yang tersedia.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyeston
sebagaimana yang dikutip oleh Winarno,B. (2008;17). Eyeston mengatakan bahwa
‘secara luas’ kebijakan publik dapat @idefifisikan sebagai “hubungan suatu unit
pemerintah dengan lingkungannya”. "Definisi yang sama juga dikemukakan oleh
Jones. Definisi Jones tentdng kebijakan publik tersebut oleh Abdul W. Solichin
(2010:4) digunakan untuk semberikan definisi kebijaksanan negara. Konsep yang
ditawarkan ini mengandng pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa

yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Abdul W. Solichin (2010:4) mengajukan definisi dari W.I Jenkis yang

merumuskan kebijaksanaan publik sebagai :

“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of
actors concerning the selection of goals and the means of achieving
them within a specified situation where these decisions should, in
prinsciple, be within the power of these actors fo achieve”

(serangkaian Kkeputusan yang saling berkaitan yang diambil cleh
seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan
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tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam
suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih
berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor

tersebut).
Pendapat yang lain dikemukakan Chief J.O Udoji dalam Abdul W. Solichin
(2010:5). Udoji mendefinisikan kebijakan publik “an sanctioned course of action
addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at

farge” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuam~tertentu yang

saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Definisi kebijakan yang oleh Abdul W. Solichin {Z010:5) dan Winarno, B.
(2008:20) dianggap lebih tepat dibanding definisi Jairinya adalah yang dikemukakan
James Anderson vyang diartikan sebagai~kebijakan yang dikembangkan atau
diramuskan oleh instansi-instansi sefta pejabat-pejabat pemerintah.Dalam kaitan int,
aktor-aktor bukan pemerintah (Swasta) tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan

atau perumusan kebijakan publik.

Berdasarkam\pemmbahasan di atas, kami ingin merumuskan definisi kebijakan
publik sebagai ‘fespon suatu sistem politik, melalui kekuasaan pemerintah terhadap
masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan
pemerintah guna memecahkan masalah pubiik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada
tindakan maupun bukan-tindakan.Kata ‘publik’ dapat berarti masyarakéu dan
perusahaan, bisa juga berarti negara-sistem politik serta administrasi.Sementara
‘pemerintah’ adalah orang atau sekelompok orang yang diberi amanat oleh seluruh

anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan
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system bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, negara hingga supra negara

(ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

Para ilmuwan politik yang pada masa lampau umumnya berminat terhadap
proses-proses politik seperti proses legislatif, proses pemilu dan unsur-unsur sistem
politik seperti kelompok kepentingan atau pendapat umum, dewasa ini telah semakin
meningkatkan perhatian mereka terhadap studi kebijakan publik. Studi kebijakan
publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk menggambarkdn, menganalisis
dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dam tindakan-tindakan
pemerintah. Kecenderungan para itmuwan politik senfakin'menaruh minat yang besar
terhadap studi kebijakan publik telah dinyatakén‘Thomas Dye (1978) sebagaimana

dikutip Abdul W. Solichin (2010:11-12) sébagai berikut:

“Studi ini mencakup\upaya menggambarkan isi kebijakan publik,
penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari
lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari
berbagai pefnyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap
kebijakar_publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari
berbagat kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang
diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”
Fenomena kecéndefungan meningkatnya minat ilmuwan politik terhadap kebijakan
publik dapat kita lihat dari semakin banyaknya studi mengenai kebijakan publik
dalam bentuk penelitian-penelitian berkala maupun literatur-literatur yang membahas

kebijakan publik secara khusus.

Jika kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah, maka menurut Winamo,B. (2008:24), minat untuk mengkaji kebijakan

publik telah berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles,
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walaupun saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-
lembaga negara saja. Ilmu politik tradisional lebih menekankan pada studi-studi
kelembagaan dan pembenaran filosofis terhadap tindakan-tindakan pemerintah,
namun kKurang menaruh perhatian pada hubungan antara lembaga tersebut dengan

kebijakan-kebijakan publik.

Baru setelah itu perhatian para ilmuwan politik mulai beranjak pada masalah-
masalah proses-proses dan tingkah laku yang berkaitan dengan p¢mertintahan dan
aktor-aktor politik.Sejak adanya perubahan orientasi ini, maka ilmu politik muiai
dianggap memberi perhatian pada masalah-masalafi pembuatan keputusan secara

kolektif atau perumusan kebijakan.

Kebijakan publik semakin relevarruntuk dikaji karena persoalan-persoalan
aktual yang muncul dari berbagai”kebijakan atau program pemerintah. Pertanyaan
atau persolan-persoalan aktudl _iefsebut misalnya: Apakah Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) _dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin, dari
adanya dampak kenaikan‘harga BBM? Apakah sebenarnya isi atau muatan kebijakan
penanaman smodal asing? Siapakah yang diuntungkan dan siapakah yang dirugikan

dengan program kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga pupuk, dsb.?

Persoalan-persoalan tersebut di atas merupakan persoalan atau pertanyaan
penelitian kebijakan dan sekaligus menunjukkan kenapa kebijakan publik periu
dipelajari.Ada tiga alasan mengapa kebijakan publik penting/urgemt dan perlu

dipelajari. Abdul W. Solichin dengan mengikuti pendapat dari Anderson, J.E. (1978)
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dan Dye,T.R (1978) menjelaskan ketiga alasan itu, alasan ilmiah (scientific reason),

alasan profesional (professional reason), dan alasan politis (political reason).

Alasan pertama adalah alasan ilmiah. Dari sudut ini, maka kebijakan publik
dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan vang luas tentang asal-
muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensinya bagi
masyarakat. Pada gilirannya hal ini‘akan menambah pengertian tenténg.sistem politilhc
dan masyarakat secara umum. Dalam konteks seperti ini, Tmaka kebijakan dapat
dipandang sebagai variabel terikat (dependent variablé) maupun sebagai variabel
independen (independent variable). Jika kebijakandipandang sebagai variabel terikat,
maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor” politik dan lingkungan yang
membantu menentukan substansi kebijakan. afau diduga mempengaruhi isi kebijakan
publik. Misalnya, bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan
(power} antara kelompok-Kelompok penckan dan lembaga-lembaga pemerintah?
Bagaimana urbanisasi dari pendapatan nasional membantu dalam menentukan atau
mempengaruhi si\dtal muatan kebijakan? Sebagai variabel bebas, dapat
dipertanyakambagaimana kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik atau
pilihan-pilihan kebijakan masa depan? Pengaruh apa yang ditimbulkan oleh kebijakan
pada keadaan sosial masyarakat? Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh suatu
kebijakan? Dengan demikian kebijakan publik dipandang sebagai variabel bebas bita
fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan

fingkungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40992.pdf

20

Alasan kedua adalah alasan profesional: studi kebijakan dimaksudkan untuk
menghimpun pengetabuan ilmiab di bidang kebijakan publik guna memecahkan
masalah-masalah sosial sehari-bari. Beberapa ilmuwan politik setuju bahwa seorang
ilmuwan dapat membantu menentukan tujuan-tujuan kebijakan publik, namun
beberapa yang lain tidak sependapat. Anderson, J.E. termasuk yang mendukung
profesionalitas (bukan hanya saintifik). Menurutnya, jika kita mengetahui sesuatu
tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan. publik atau
konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita
tahu bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapa( bertindek untuk mencapai
tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak‘mémberikan hal tersebut dan tidak
layak untuk berdiam diri. Oleh karenanya~ menurut Anderson, J.E. adalah sesuatu
yang sah bagi seorang ilmuwan politik\piemberikan saran-saran kepada Pemerintah
maupun pemegang otoritas perfibuat Kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya
mampu memecahkan pepsCalatizpersoalan dengan baik. Tentunya pengetahuan yang
didasarkan pada fakta adalah prasyarat untuk menentukan dan menghadapi masalah-

masalah masyarakat:

Alasan ketiga adalah alasan politik: mempelajari kebijakan publik pada
dasarnya dimaksudkan agar Pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna

mencapai tujuan yang tepat pula.

Sebagaimana telah diuraikan di atas beberapa ilmuwan politik cenderung pada
pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memastikan apakah

pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40992.pdf

21

tepat. Mereka menolak pendapat bahwa analis kebijakan harus bebas nilai. Bagi
mereka ilmuwan politik tidak dapat berdiam diri atau tidak berbuat apa-apa mengenai
masalah-masalah politik. Mereka ingin memperbaiki kualitas kebijakan politik dalam
cara-cara menurut yang mereka sangat diperlukan, meskipun dalam masyarakat
seringkali terdapat perbedaan substansial mengenai kebijakan apa yang disebut

‘benar’ dan ‘tepat’ itu.

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atdu définisi mengenai
kebijakan politik yang masing-masing memberi penekanaf, yang berbeda-beda. Hal
ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang’berbeda-beda. Faktor lain
yang menyebabkan para ahli berbeda dalam mefnberikan definisi kebijakan publik ini
menurut Winarno,B. (2008:16) karena perbedaan pendekatan dan model apakah
kebijakan publik dilihat sebagai rafigksian keputusan yang dibuat olech Pemerintah

atau sebagai tindakan-tindakan yarig dampaknya dapat diramatkan.

Sementara itu, Amir, S. (1993:4-5) dengan meng- komparasikan berbagai
definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan
publik mengumpulkan bahwa pada dasamya pandangan mengenai kebijakan publik

dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori.

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-
tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa

semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.

Kedua, pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan

kebijakan. Para ahli yang masuk faham kategori atau kelompok ini terbagi ke dalam
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dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-
keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan
mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang dapat

diramalkan.

Para ahli yang termasuk ke dalam kubu ini yang pertama melihat kebijakan
publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kelompok atau kubu ini,\kebijakan publik
secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi
kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah”serangkaian instruksi dari para
pembuat keputusan kepada pelaksanan kebijakaf yang menjelaskan tujuan-tujuan dan

cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tefsebut,

Sedangkan kubu yang kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari
rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu atau kelompok kedua ini diwakili oleh
Presman dan Widavsky(yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis
yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan.
Dari berbagai“\definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan para ahli,
pandangan yang dikemukakan James Anderson dianggap cukup tepat. Dengan
mengikuti pandangan Anderson, kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang
dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat
pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/swasta

tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan penyataan di atas maka implikasinya adalah:
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(1) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan,
bukan tindakan yang acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sisem
politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan;

(2) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling
berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang
berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat
undang-undang, melainkan di ikuti pula dengan keputusan-keputusan
yang  berhubungan  dengan  implementasi dan  pemaksaan
pemberlakuannya;

(3) Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya\dalam mengatur
perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggaiakkan program
perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang‘ingin'di lakukan oleh
pemeriniah datam bidang-bidang tersebut;

(4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif,”mungkin pula negatif.
Dalam bentuknya yang positif, mungkin -akan mencakup beberapa
bentuk tindakan pemerintah yang’ difnaksudkan untuk mempengaruhi
masalah tertentu, sementara’ dalam bentuknya yang negatif,
kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak bertindak atau tidalk.melakOkan tindakan apapun ketika campur
tangan pemerintah sehénarnya diharapkan. Sudah barang tentu tidak
adanya bentuk campur tangan/keterlibatan pemerintah dapat membawa
dampak tertentu bagi-seluruh atau sebagian warga.

Para ahli memberikan-padangan masing-masing mengenai jenis kebijakan.
Anderson, J.E. Misalnya,nenyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut

sebagai berikuts

(1) Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif
yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana
kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

(2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-
distributif. Kebijakan distributif. Kebijakan distributis menyangkut
distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu.
Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau
pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur
alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara
berbagai kelompok dalam masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40992.pdf

24

(3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah
kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada
kelompok sasaran. Sedangkan kebijkan simbolis adalah kebijakan yang
memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

(4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan
barang privat (prival goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan
yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.
Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur
penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Nugroho, R, (2004:54-57) membagi jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan
3 kategori. Pembagian jenis kebijakan publik kategori pertama berdasarkan pada
makna dari kebijakan publik. Berdasarkan maknanya,.muka kebijakan publik adalah
hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan'dan hal-hal yang diputuskan
pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.’Kebijakan publik berdasar makna
kebijakan publik dengan demikian terdiri~dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang
diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hai-hal yang diputuskan
pemerintah untuk tidak djKerjakan atau dibiarkan. Kedua, pembagian jenis kebijakan
publik yang didasarkan|pada lembaga pembuat kebijakan publik tersebut. Pembagian

menurut kategoti-inbmenghasilkan tiga jenis kebijakan publik.

Kesatu, kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif. Kebijakan publik ini
disebut pula sebagai kebijakan publik tertinggi. Hal ini mendasarkan teoni Politica
yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad 7.
Demokrast adalah sebuah suasana dimana seorang penguasa dipilih bukan atas dasar
kelahiran atau kekerasan, namun atas dasar sebuah kontrak yang dibuat bersama

melalui mekanisme pemilihan umum baik langsung atau tidak langsung dan siapa
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pun yang berkuasa harus membuat kontrak sosial dengan rakyatnya. Kebijakan publik

adalah kontrak sosial itu sendiri.

Kedua, kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif
dengan cksckutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun
mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan
legislatif bekerja sendiri. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh
kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional'dan peraturan
daerah di tingkat daerah untuk hal-hal tertentu yang bersifat.sementara sampai UU-
nya dibuat. Bahkan di Indonesia yang mengesahkan ¥JlJ~addlah Presiden. UU sendiri
disahkan setelah ada persetujuan dari legislatif dan”eksekutif. Dalam hal setelah
persetujuan setelah 30 hari eksekutif tidak-segera mengesahkan, maka sesuai dengan
Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, maka ‘Rancangan UU tersebut dianggap sah dengan
sendirinya. Di sini tampak baliwa Keluaran legislatif relatif lebih tinggi daripada

eksekutif.

Ketiga, kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam
perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang
dibuat legislatif, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan
kehidupan bersama sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan
yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Di Indonesia ragam

kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat sebagi berikut:

(1) Peraturan Pemerintah;

(2) Keputusan Presiden (keppres);
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(3) Keputusan Menteri (Kepmen) atau Lembaga Pemerintah
Nondepartemen;

{4) dan seterusnya, misalanya Instruksi Menteri.

Sedangkan di tingkat daerah terdapat:

(1) Keputusan Gubernur dan bertingkat keputusan Dinas-Dinas di
bawahnya,

(2) Keputusan Bupati,

(3) Keputusan walikota dan bertingkat keputusan dinas-dinas di
bawahnya. Pembagian jenis kebijakan publik kategori ketiga
didasarkan pada karakter dari kebijakan, publik yang sebenarmya
merupakan bagian dari kebijakan publikyang sebenamya
merupakan bagian dari kebijakan publik(tertulis formal.

Di sini kebijakan publik dibagi menjadi‘duavyaitu: Pertama, regulasi versus
de-regulatif, atau restriktif versus non restrikeif) dan kedua, alokatif versus distributif
atau redistributif kebijakan publik jehis peritama adalah kebijakan yang menetapkan
hal-hal yang dibatasi dan hal‘haf )yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
Sebagian besar kebijakan/publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif/ restsruktif

dan regulative non restruktif.

Kebijakan)publik jenis kedua, kebijakan alokatif dan distributif, Kebijakan
kedua inj biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau
keluaran publik. Richard A. Musgrave dan Peggi Musgrave (1973), pakar keuangan
publik mengemukakan bahwa fungsi dari kebijakan keuangan publik adalah fungsi
alokasi yang bertujuan mengalokasiakan barang-barang publik dan mekanisme pasar,
fungsi distribusi yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk di

dalamnya perpajakan, fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang
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dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut, dan fungsi koordinasi anggaran yang

berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.
Kategori lain, secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:

(1) Kebijakan  substantif (misalnya kebijakan  perburuhan,
kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan
sebagainya;

(2) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif,
kebijakan departemen;

(3) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya:kebijakan
masa reformasi, kebijakan masa Orde Baru { Subarsono, 2005).

Selanjutnya menurut Young dan Quinn sebagaimanadikutip oleh Suharto Edi
(2006:44) mendefinisikan bahwa kebijakan publik addlah tindakan yang dibuat dan di
implementasikan oleh badan pemerintah yarg memiliki kewenangan hukum, politis

dan finansial untuk melakukannya.

Dunn, W.N. (2003:109-110) mengemukakan bahwa kebijakan publik (publik
policy) adalah rangkaian/pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk
keputusan keputusan_untuk sudah berbuat), yang dibuat oleh badan dan pejabat
pemerintahdiformulasikan dalam bidang-bidang Isu (isue areas) yaitu serangkaian
tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial mengandung konflik diatara
tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat. Sementara Jenkins yang dikutip oleh

Abdul W. Solichin (2008:4) mengatakan kebijakan publik adaiah :

“Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang
aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang
dipilih, beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana
keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas
kewenangan kekuasaan dari pada aktor *
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli kebijakan publik tersebut diatas,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan publik yaitu swaiu agenda
kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah yang merupakan tanggapan

(responsiveness) terthadap lingkungan atau masalah publik.

Sementara itu Tjokroamidjojo, Bintoro dan A. R. Mustopadididjaya, (1996:
98) menjelaskan bahwa untuk mampu menyelenggarakan seiuruﬁ siklus kebijakan
berupa formulasi, implementasi dan evaluasi serta penilaian hasil-hasil pelaksanaan
berbagai kebijakan, maka dalam pembangunan suatu sistém ‘admiinistrasi diperlukan
peningkatan kemampuan dalam formulasi ,dad ~implementasi kebijakan

pembangunan.

Selanjutnya Gerald Caiden dalam <Fhoha, Miftah (2008:116) mengatakan

bahwa, ruang lingkup studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu:

(1) Adanya pattisipasi masyarakat (Public Participation);

(2) Adanyatketangka kerja kebijakan (Policy Framework);

(3) Adanya strdtegi-strategi kebijakan {Policy Strategies),

(4) Adanyakejelasan tentang kepentingan (Public Interest),

(5) “Adanya pelembagaan Lebih Lanjut dari Kemampuan Public Policy,
(6) “Adanya isi kebjjakan dan Evaluasinya.

Lebih lanjut Said yang dikutip oleh Rakhmat (2009:129) berpandangan

bahwa, terdapat beberapa isi dan sebuah kebijakan yaitu :

1. Adanya tujuan (goals) tertentu yang hendak dicapai,

2. Rencana (plans) yang merupakan alat atau cara tertentu untuk

mencapai tujuan;

Program (pregrams); cara yang disahkan untuk mencapai tujuan;

4. Keputusan atau pilihan ( decition or choises) ; tindakan yang diambil
untuk mencapai tujuan , mengembangkan rencana, melaksanakan dan
mengevaluasi program;

ot
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5. Dampak (Impack), yaitu efek atau dampak yang ditimbulkan dari
suatu program dalam kehidupan masyarakat;

Sedangkan Anderson sebagaimana dikutip oleh Kadji, Y. (2008:14) dan
Rakhmat (2009:133), mengatakan bahwa proses kebijakan pubiik meliputi 5 (lima)

tahap yaitu:

(1) Perumusan masalah (problem formulation);

(2) Perumusan kebijakan (policy formulation);

(3) Penentuan kebijakan (pelicy adoption);

(4) Pelaksanaan kebijakan (policy implementation);,
(5) Penilaian kebijakan (policy evaluation).

Sedangkan Menurut Dunn, W, (2003:22) bahwa, proses pembuatan kebijakan

publik mencakup antara lain:

(1) Penyusunan agenda kebijakan;
(2) Formulasi kebijakan;

(3) Adopsi kebijakan;

(4) Implementasi kebijakan, dan;
(5) Penilaian kebijakan.

Berdasarkan betbdgai pendapat para ahli kebijakan publik tersebut diatas ,

maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah:

Suatu hukum yang mengatur arah dan kebijakan dari suatu pemimpin
dalam pemerintahan yang disusun dan disepakati oleh masyarakat dan
para pejabat yang berwenang yang diwujudkan melalui undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, termasuk peraturan
daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana yang dikutip Subarsono
menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahapan sebagai

berikut:
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1. Penyusunan agenda (agenda seiting), yakni suatu proses agar suatu
masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;

2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan
pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;

3. Pembuatan kebijakan (decition making), yakni proses ketika
pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan;

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk
memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan,

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa di lakukan
evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan _untuk™ menilai sejauhmana keefektifan
kebijakan publik untuk di pertanggurigiawabkan kepada publiknya dalam rangka
mencapai tujuan yang tetah di\tetapkan. Evaluasi di butuhkan untuk melihat

kesenjangan antara harapandan Kenyataan.

Menurut Winarno,B.(2008:225) Bila kebijakan di pandang sebagai suatu pula
kegiatan yang, berututan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam
proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya

bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik.

Pada dasamya, kebijakan publik di jalankan dengan maksud tertentu, untuk
meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah di
rumuskan sabelumnya. Evaluasi di lakukan karena tidak semua program kebijakan

publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal
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meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian,
evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan
atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak

yang diinginkan.

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan
untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.Secara umum evaluast kebijakan dapat
dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atan penilajan kébijakan yang
mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam/hal\ini,‘evaluasi kebijakan
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinyd, evaluasi kebijakan tidak hanya
dilakukan pada tahap akhir saja, melainkdn, dilakukan dalam seluruh proses

kebijakan.

Dengan demikian, evaluasikebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-
masalah kebijakan, program<program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi,vhaupun tahap dampak kebijakan.

1. Tipe-tipeEvaluasi Kebijakan Publik
Dane (Wibawa,3. 1994) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu:

1. Sumative evaluation, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut
juga dengan evaluasi dampak (out come evaluation)

2. Formative evaluation, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut
pula evaluasi proses.

Menurut F.Putra (2003:100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi

kebijakan publik, yaitu:
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(1) Evaluasi administratif, yaitu evaluasi vang dilakukan di dalam
lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari
evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur
kebijakan publik dan aspek finansial;

(2) Evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-
objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari
kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut;

(3) Evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-
yang yangkut p g
pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

J.E. Anderson. dalam Winarno,B. (2008:227) membagi ¢valuasi kebijakan ke
dalam tiga tipe. Masing-masig tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada
pemahaman para evaluator terhadap evaluad. Tipe pertama, evaluasi kebijakan
dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipejkedua, merupakan tipe evaluasi yang
memfokuskan diri pada bekerjanyd\ kebijakan atau program tertentu. Tipe ketiga

adalah tipe evaluasi sistematis.

Pendapat AnderSon terSebut dapat dijelaskan yaitu Tipe evaluasi pertama,
Bila evaluasi kebijakan” dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi
kebilakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu
sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-
pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-
program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan
bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti vang terpisah-
pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-

kriteria lainnya.
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Dengan demikian, suate program kesejahteraan misalnya, oleh suatu
kelompok tertentu mungkin akan dipandang sebagai program yang sangat sosialistis,
terlepas dari pertimbangan apa dampaknya yang sebenarnya. Oleh karena itu,
program seperti ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan tanpa melihat dampak yang
sebenarnya dari program tersebut. Atau contoh yang lain misalnya, penjualan saham
perusahaan-perusahaan pemerintah seperti (BUMN) akan dipandang sebagai proses

kapitalisasi dan dianggap akan mengancam kepentingan rakyat.

Demikian juga misalnya menyangkut kompensasi yang diberikan kepada
pengangguran mungkin dianggap “buruk” karena @valvator “mengetahui banyak
orang” yang tidak layak menerima k€unturigan-keuntungan  seperti  itu.
Pandanganseperti ini muncul karena setiap-6rapg dalam melihat persoalan-persoalan
tadi menggunakan cara pandang yang, berbeda. Oleh karena itu, evaluasi seperti int
akan mendorong terjadinya konflik Karena evaluator-evaluator yvang berbeda akan
menggunakan  kriteria<kriteria” yang  berbeda, schingga kesimpulan yang

didapatkannya pun,berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya
kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari

perianyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut:

(1) Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?

(2) Berapa biayanya?

(3) Siapa yang menerima manfaat (pembayaran alau pelayanan), dan
berapa jumlahnya?

{4) Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-
program lain?
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(5) Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosodur secara sah
diikuti?

Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sepertt ini dalam melakukan
evaluasi dan memfokuskan diri bekerjanya kebijakan atau progam, maka evaluasi
dengan tipe ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi
dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan mangggunakan
tipe ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk “manghasilkan

informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi Kebijakan sistematis. Tipe
ini secara komparatif masih dianggap baru, Aetapi/akhir-akhir ini telah mendapat
perhatian yang meningkat dari para pemipatykebijakan publik. Evaluasi sistematis
melihat secara obyektif program-prggram kebijakan yang dijalankan untuk mengukur
dampaknya bagi masyarakat ‘dam) nfelihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah

dinyatakan tersebut tercapai.

Lebih lanjuthevaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada
dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab
kebutuhan atau masalah masyarakai. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan

berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

(1) Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana
yang telah ditetapkan sebelumnya?

(2) Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang dia
dapat?

(3) Siapa yang menerima keuntungan dan progam kebijakan yang telah
dijalankan?
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Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluanf seperti ini, maka
konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan
memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan mereckomendasikan
perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya
kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan
kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-
program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan

program-program lain di masa depan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selafmaiya digunakan untuk hai-hal
yang baik.Bisa juga evaluasi dilakukan untul‘tujudn-tujuan buruk. Dalam hal int

C.Weiss, (1972) mengatakan bahwa:

(1) para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda
keputusan;

(2) untuk membe€narkdn dan mengesahkan keputusan-Keputusan yang
sudah dibuaty untuk membebaskan diri dari kontronversi tentang
tujuan-tujuan/miasa depan dangan mengelakkan tanggungjawab;

(3) mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi
dana,‘atad masyarakat;

(4yserta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan
ritval evaluasi.

Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik
tertentu, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh partai oposisi dalam suatu
pemerintahan biasanya seringkali digunakan untuk menjatuhkan partai yang
berkuasa.Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi
dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan

publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang evaluator
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mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaiuasi digunakan untuk tujuan-tujuan
yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila
para evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi

kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

2. Studi Evaluasi
Studi Evaluasi menurut para ahli antara lain:
a. Menurut Sudiyono, (1992) studi evaluasi memiliki 2 (dua} pendekatan yaitu :

(1) Pendekatan kepatuhan, asumsinyd /.apabila para pelaksana
mematuhi semua petunjuk yang di¢ bertkan maka implementasi sudah
dinilai berhasil. Pendekatan ini“disemipurnakan lagi dengan adanya
pengaruh: a) ¢kstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan,b)
intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan
sering tidak terdesain dengan.baik sehingga perilaku yang baik dari para
pelaksana (birokrasi)Aetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan
kebijakan.

(2) Pendekatan perspekiif, “what’s happening (apa yang terjadi).
Pendekatan, ini’ menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dan
seluruh aspék, karena implementasi kebijakan melibatkan beragam
variabel dan jaktor.

b. Studi evaluasi;menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, S.1994) terdapat
4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

(1) Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang
melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program
setelah meneliti setiap variabel yang di jadikan kriteria program.
Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok
sasaran terhadap program.

2). Single program before after, merupakan penyempurnaan dari jenis
pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu
sebelum dan setelah program berlangsung.
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3). Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua
tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat
sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.

4). Comparative before after, merupakan kombinasi  ketiga
desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program
terhadap kelompok sasaran.

3. Fungsi Evaluasi

Fungs: Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho,R. (2014:463) memiliki
empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting, Melalui evaluasi
dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan gehefalisasi tentang pola-pola

hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diafmatinya.

a. Eksplanasi, evaluator dapat~mengindetifikasi masalah, kondisi, dan
aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;

b. Kepatuhan, melalui_ €valuasi dapat diketahui apakah tindakan para
pelaku, baik birokrasi matpun pelaku lainnya, sesuai dengan standar
prosedur yang ditetapkan kebijakan;

¢. Audit, melalui‘evaluasi dapat diketahui, apakah outpusr benar-benar
sampai _pada, kelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau
penyimpangan;

d. Akunting; melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekenomi dari
kebijakan tersebut.

Evaluasi“Kinerja kebijakan diakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh
suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran
jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome. Evaluasi kinerja kebijakan

dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap:

Pencapaian target (output);

Pencapai tujuan kebijakan (outcome);

Kesenjangan (gap) antar target dan tujuan dengan pencapaian;
Perbandingan (benchmarking) dengan kebijakan yang sama di tempat
lain yang berhasil;

BwN=
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5. Indentifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga
menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendas: untuk
menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut F.Putra, {2003:93) ada tiga hal
pokok, yaitu: (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk
menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk
memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segt metodologinya. Ketiga fungsi

tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan

secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Menurut Lester dan Stewart dalam Budi Winarmo (2008:227), evaluasi
kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah
untuk menentukan konsekuensi-konseku€nsi “apa yang ditimbulkan oleh suatu
kebijakan dengan cara menggambdrkan dampaknya. Sedangkan fugas kedua adalah
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar
atau kriteria yang telah“difetapkan sebelumnya.Tugas pertama merujuk pada usaha
untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang
diinginkan ataukah-tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya?
Misalnya, apakah karena terjadi kasalahan dalam merumuskan masalah ataukah
karena faktor-faktor yang lain?. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya
berkait erat dengan tugas yang pertama.Setelah kita mengetahui konsekuensi-
konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kabijakan publik, maka kita
dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak

dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah
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program yang dijalankan berhasil ataukah gagal? Dengan demikian, tugas kedua
dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak
dalam meraih dampak yang diinginkan.Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka
kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam
kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan
dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah

atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi )kebijakan harus meliputi

beberapa kegiatan, yakni:

(1) Pengkhususan (spesification)Spesifikasi merupakan kegiatan yang
paling panting di antara~kegiatan yang lain dalam evaluasai
kebijakan. Kegiatan ini.seliputi identifikasi tujuan atau kriteria
melalul mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-
ukuran atau kriteria*kriteria inilah yang akan kita pakai untuk
menilai manfaat"program kebijakan.,

(2) Pengukuramn (measurement)Pengukuran manyangkut aktivitas
pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi,
seddangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah
tertkumpul dalam rangka menyusun kesimpulananalisis, dan
rekomendasi. .

(3)_/ Dan akhimya, rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang
harus dilakukan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan
evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi,

internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

(1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya
evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan
sukses ataukah sebaliknya.
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(2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan
dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai
tujuannya atau tidak.

(3) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to
non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil
kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak
terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau
kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat ekstemnal paling tidak untuk dua kepentingan:

(1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kégiatan penilaian
terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan” kepada publik,
baik vang terkait secara langsung maupun-tidak dengan implementasi
tindakan kebijakan.

(2) Untuk mensosialisasikan manfaat/$ebliah kebijakan. Dengan adanya
kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat tuas, khususnya kelompok
sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan
secara lebih terukur.

4. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Didalam melakukam evaiuasi terhadap suatu program/kebijakan, dapat

digunakan sejumlah penidékatdan yang berbeda, antara lain :

1. Pendekatan Jberdasarkan sistem nilai yang diacu. Pendekatan berdasarkan sistemn
nilai yang.diacu ada tiga jenis, yaitu evajuasi semu, evaluasi teori keputusan dan
evaluasi formal.

a. FEvaluagsi Semu (Pseudo FEvaluation). Sifat dari Evaluasi semu ini adalah
melakukan penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum
disepakati (self evident) dan tidak kontroversial (uncontroversial). Hasil
evaluasinya mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (complicated).
Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. Pseudo evaluation i
seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring,.

b. Evaluasi Teori Keputusan (Decision Theoretic Evaluation/ DTE). Sifat dari
DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oieh
pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem
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nilainya juga berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersitegang.
Biasanya berkisar antara benar atau saiah.

¢. FEvaluasi Formal (Formal Evaluation). Sifat dari evaluasi formal adalah
melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal
seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan rencana
tata reang, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dalam evaluasi
formal, metode yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang valid dan
reliable ditempuh dengan beberapa cara antara lain:

(1) Menurut legislasi (peraturan perundang-undangan);

(2) Menurut kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada
dokumen formal yang memiliki hierarki diatasnya;

(3) Menurut dokumen formal (kesesvaian .dengan” hasil yang
diharapkan /tujuan dan sasaran); dan

(4) Interview dengan penyusun kebijakan dtawadministrator program.

Evaluasi formal terbagi atas 2 jenis, yaitu summative evaluation dan formative
evaluation.  Summative  evaluation adalah” upaya untuk mengevaluasi
program/kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, umumnya
dilakukan untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang relatif sering di
lakukan dan karena indikdtornya tetap/baku. Formative evaluation adalah upaya
untuk mengevaluasi_\pelaksanaan program/kegiatan secara kontinyu, karena
merupakan prografi/Kegiatan yang relatif baru dan indikatornya dapat berubah-rubah.
2. Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi. Pendekatan berdasarkan dasar
evaluasi ada 6 jenis yaitu:

a. Before vs after comparison (pembandingan antara sebefum dan sesudah)
Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk satu
komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah
adanya intervensi.

b. With vs withowt comparisons (pembandingan antara dengan atau tanpa
intervensi). Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku
untuk lebih dari satu komunitas (>>1) dengan membandingkan antara

komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi
intervensi dalam waktu yang bersamaan.
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c. Actual vs planned performance comparisons (pembandingan antara kenyataan
dengan rencana). Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain
membandingkan antara rencana dengan kenyataan di lapangan (sesuai atau
tidak).

d  Experimental (controlled) models. Karakteristik dari pendekatan ini adalah
melihat dampak dari perubahan kebijakan (policy) terhadap suatu kegiatan
yang memiliki standar ketat. Dampaknya dilihat dari proses dan hasil kegiatan
tersebut.

e. Quasi experimental (uncontrolled) models. Karakteristik dari pendekatan ini
adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/policy terhadap suatu
kegiatan yang tidak memiliki standar tidak memiliki standar. Dampaknya
dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnyadiabaikan.

f  Efisiensi penggunaan dana (Cost Oriented Apptaach).” Cost Oriented
Approach terbagi tiga yaitu ex-ante evaluation, on-goipg evaluation dan ex-
post evaluation. Ex-ante evaluation adalah evaluasi)yang dilakukan sebeium
kegiatan terscbut dilaksanakan. On-going Evaluaglion adalah evaluasi yang
dilakukan saat kegiatan tersebut sedang Berjalan. Fx-post evaluation adalah
evaluasi yang dilakukan setelah kegiataf tersebut selesai.

3. Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi-Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi
terbagi atas 6 indikator, yaitu:

a. Efektivitas. Penilajan._térhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab
ketepatan wakty pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan
waktu.

b.  Efisiensi. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan
yang minim*(usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya
adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

¢. Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah. Penilaian terhadap adequacy
ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat
memecahkan masalah.

d.  Egquity/pemerataan. Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat
manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-
aktor yang terlibat.

e. Responsiveness. Penilaian terhadap responsiveness ditujukan untuk
mengetahui  hasil  rencana/kegiatan/kebijaksanaan  sesuai  dengan
preferensi/keinginan dari target grup.

f Appropriateness/ketepatgunaan. Penilaian terbadap ketepatgunaan ditujukan
untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/
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keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan
manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target
grup tersebut.
5. Model Evaluasi
Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang
akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau
pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan
seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah
dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.
Berikut dijabarkan model evaluasi menurut pendapat paraahli :
(a). Model Evaluast CIPP
Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stuffiebeam & Shinkficld
(1985) adalah sebuah pendekatan‘evaluasi yang berorientasi pada pengambil
keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk memberikan
bantuan kepada adminiSirator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam
mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah
bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 huruf yang
diuraikan sebagai berikut:
(1) Contect evaluation to serve planning decision. Seorang evaluator harus cermat

dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan
keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.

(2) Inpwt evaluation structuring decision. Segala sesuatu yang berpengaruh
terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input
evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan,
menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai aliernative
yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi
yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.
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(3) Process evaluation to serve implementing decision. Pada evaluasi proses ini
berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang
harus dijawab dalam proses petaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah
rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan dilapangan? Dalam
proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian
proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.

(4) Product evaluation to serve recycling decision. Evaluasi hasil digunakan
untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkartan dengan program yang
digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program
tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program
setelah dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat ¢nodel ini untuk
pengambilan keputusan (decision making) dan bukti pertahggung jawaban
(accountability) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam
model ini yakni penggambaran (delineating), “perolehan atau temuan
(obtaining), dan penyediakan (providing) bagi pdra’pembuat keputusan.

(b). Model Evaluasi UCLA

Menurut Alkin (1969) evaluasi ddatah suatu proses meyakinkan keputusan,
memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisa informasi sehingga
dapat melaporkan ringkasan (data 'yang berguna bagi pembuat keputusan dalam
memilih beberapa alterpatif.ta mengemukakan lima macam evaluasi yakni :

(1) Sistém.ussessment, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau
pOsiSi sistem.

(2)\Program planning, membantu pemilihan program tertentu yang
mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan progam.

(3) Program implementation, yang menyiapkan informasi apakah rogram
sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti
yang direncanakan?

(4) Program improvement, yang memberikan informasi tentang
bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau
berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau
masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?

(5) Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau
guna program.
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{c). Maodel Evaluasi Brinkerhoff
Brinkerhoff & Cs. {1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yang
disusun berdasarkan penggabungan clemen-elemen yang sama, seperti evaluator-
evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut :
(1) Fixed vs Emergent Evaluation Design. Dapatkah masalah evaluasi dan

kriterta akhirnya dipertemukan?Apabila demikian, apakah itu suatu
keharusan? Belum lengkap penjelasannya

(2) Formative vs Summative Evaluation. Apakah evaluasi akan dipakai untuk
perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manlaat-suatu program?
Atau keduanya?

(3) Experimental and Quasi Experimental Design/Vy Natural/ Unobtrusive
Inquiry. Apakah evaluasi akan melibatkan { intervénsi ke dalam kegiatan
program/mencoba memanipulasi kondisi,, Orang diperlakukan, variabel
dipengaruhi dan sebagainya, atau hanyd dramiafi, atau keduanya?
4. Model Evaluasi Stake atau model Cguntenance

Menurut model "Counfenancg”, evaluasi harus mengandung langkah-
langkah berikut; menerangkdn program; melaporkan keterangan tersebutkepada pihak
yang berkepentingan;| mendapatkan dan menganalisis ‘judgement; melaporkan
kembali hasil analisis'kepada pelanggan.

Secara wipum, pendekatan yang dipakai untuk melaksanakan studi evaluasi ini
adalah pendekatan evaluatif empiris. Empiris, yaitu melihat apa dan bagaimana
konsep dan framework pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan perempuan di
Provinsi Kepulauan Riau. Pendekatan empiris merupakan pendekatan vang dapat
digunakan untuk memperoleh data lapangan dan memetakan strategi kebijakan

program atau kegiatan pemerintahan yang berlaku selama ini. Hasil pemetaan ini juga

akan menjadi dasar untuk memilah dan menganalisa program/kegiatan pemberdayaan
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perempuan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepuluan Riau. Evaluatif, yaitu menilai keefektifan pelaksanaan
kebijakan, strategi dan operasional program pemberdayaan perempuan dan normatif
dengan mengusulkan konsep dan framework pelaksanaan program sebagai masukan

untuk penyempurnaan kebijakan, strategi dan operasional yang sudah ada.

C. Studi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat, Kebijakan yangdibuat
tersebut dapat bersifat distributif maupun redistribdtif;Untak mencapai tujuan
kebijakan pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan sumber
daya dan pengelolaan sumber daya yang ada. Hasil yang diperoleh dari aksi kebijakan
tersebut dapat berupa input kebijakan{dan-implementasi Kebijakan. Dalam proses
implementasi tersebut birokrasi pémerintah mengimplementasikan kebijakan menjadi
program.

Selanjutnya agar Aebih operasional lagi program di rumuskan sebagai
proyek.Setelah _diterjemiahkan sebagai program dan proyek lalu diikuti dengan
tindakan fisik, kebijakan menimbulkan konsekuensi yaitu hasil efek atau akibat.Agar
kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran maka dilakukan evaluasi
kebijakan.

Evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan untuk mengetahui empat aspek
yaitu: proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan

efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan
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scbelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan mempunyai
empat fungsi yaitu: ekspansi, kepatuhan, auditing dan akunting.

Dalam perjalanan sejarah, munculnya studi tentang kebijakan Pemerintah
sebenarnya ingin menjelaskan bahwa berbagai peristiwa yang berlangsung dalam
suatu pemerintahan bukanlah terjadi secara alami atau sebagai sesuatu yang terjadi
menurut proses perkembangan yang normal, tetapi sebenarnya akibat dari aktivitas
Pemerintah, Negaralah yang memberikan warna terhadap berbagdi peristiwa tersebut.
Artinya kebijakan pemerintah yang sebenarnya banyak “mempéngaruhi berbagai
aspek kehidupan kita sehari-hari.

Dalam kepustakaan, ilmu kebijakan pémeérintah dapat kita temukan dalam
berbagai macam definisi mengenai kebijaKan-pemierintah atau kebijakan publik yang
membawa konsekuensi pada cara panddng yang mempelajarinya mengingat terlalu
banyaknya batasan mulai dari(yang ‘terlalu luas, kabur, tidak spesifik ataupun tidak
operasional.

Bila diamati secara’cermat ternyata ada dua macam pendapal yailu pertama,
yang menyaniaKan kebijakan dan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan
pemerintah sedangkan yang kedua yang memberikan perhatian khusus pada
pelaksana kebijakan.Dari pembagian dua pendapat yang telah dikemukakan terdapat
satu gambaran yang sama vang dapat ditarik dari definisi-definisi yang ada yaitu
bahwa kebijakan pemerintah adalah tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang
dibuat oleh pemerintah. Kata pemerintah inilah yang membedakannya dari kebijakan

perorangan dan kebijakan kelompok.
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t. Ciri~ciri Kebijakan Pemerintah

Ciri-ciri yang melekat pada kebijakan pemerintah kenyataannya bersumber
pada orang- orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang pada akhirnya
membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah. Berbagai hal
mungkin saja dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah dapat saja menempuh
usaha kebijakan yang sangat liberal dalam hal campur tangan atau cuci tangan sama
sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan.

Kebijakan pemerintah datam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat
berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Hakikat kébijakan pemerintah dapat
kita perinci ke dalam beberapa kategori, yaitu:(deigads (tuntutan kebijakan), poling
decision (keputusan kebijakan), policy (statement (pernyataan kebijakan), policy
outpuis (keluaran kebijakan), dan pelicy ouicomes (hasil akhir kebijakan).

2. Teori Kebijakan Pemerintah

a. Teori Kelembagaan (/astitutionalism Theory). Teori kelembagaan memandang
kebijakan sebagai® aktivitas kelembagaan di mana struktur dan lembaga
pemerintah merapakan pusat kegiatan politik.

b. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok
yang tercapai’dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu.

Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit
yang memerintah, demikian pandangan teori elit.

c. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien
melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

d. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan
masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini
merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai
modifikasi secara bertahap.

¢. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam
situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan
pemerintah, demikian pandangan teori sistem.
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f. Teori Sistem, lingkungan dipandang sebagai input dan sistem politik,
sedangkan public policy dipandang sebagai output dari sistem politik.

h. Teori Kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan
model rasional komprehensif dan inkremental.
Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat
dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan
kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu survival stle,

rasionaliststyle, reactive style, prescriptive style, dan proactive style.
3. Perumusan Usulan Kebijakan Pemerintah

Perumusan usulan kebijakan pemerintah/dimblai dari perumusan masalah
secara tepat.Sering Kali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya terbatas tidak
mampu menemukan masalah-masalah déngdn-baik. Kesalahan di dalam melihat dan
mengidentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalahnya, yang tentu
akan berakibat panjang pdda-fase-fase berikutnyaJumlah masalah yang ada di
masyarakat begitu banyak\dan tidak ada habis-habisnya.Dari sckian banyak masalah
hanya sedikit saja-yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan,
yang tercermin/pada agenda pemerintah.Sedangkan langkah selanjutnya adalah
memproses usulan-usulan kebijakan pemerintah (policy proposals).Perumusan usulan
kebijakan tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasikan alternatif, mendefinisikan
dan menemukan alternatif.

D. Konsep Implementasi Kebijakan
Untuk memahami tentang implementasi kebijakan maka kita tidak bisa

melepaskan diri dari pertanyaan tentang kebijakan apa yang diimplementasikan.
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Berhubung dalam penelitian ini membahas kebijakan dalam organisasi Pemerintah
maka kebijakan yang dibahas adalah kebijakan Pemerintah atau kebijakan publik.

Pendapat para ahli mengenai konsep kebijakan publik antara lain :

1. Konsep kebijakan publik (public policy} menurut A.Suhaiman, (1998:24) adalah
sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan
merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk
mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka
konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas
pemerintah mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

2. Menurut pendapat E.Suradinata. (1993:190) sebagai berikut ¢

"Kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-
badan atau lembaga dan pejabat pemerintah,. Kebljakan Negara dalam
pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpédeman” pada ketentuan yang
berlaku, berorientasi kepada kepentingan umim/dan masa depan serta strategi
pemecahan masalah yang terbaik™.

3.. Selanjutnya proses kebijakan menurut Nakamara dan Smallwood (1981:13) juga
menjelaskan antara lain kebijakan publik.merupakan intruksi dari para pembuat
keputusan kepada pelaksana kebijdkaw yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-
cara untuk mencapai tujuan.. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses
kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implemenatasi dan
lingkungan evaluasi.

4. Sebuah kebijakan hendaknya tersusun dengan baik schingga mudah terarah.
Kebijakan yang tersusun/secara baik tentu memerlukan waktu untuk berkembang
dan seyogyanyd\tétap” mempertahankan hal-hal seperti yang diutarakan oleh
Winardi (1990:1.200) sebagai berikut :

&, Memungkinkan penafsiran terbuka dan pentlaian.

b. “Bersifat konsisten dan tidak boleh ada dua kebijakan yang saling
bertentangan dalam suatu organisasi.

¢. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.

d. Harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-
fakta yang obyektif.

e. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

6. Disamping kebijakan tersebut perlu tersusun dengan baik, adapula beberapa
faktor yang dapat turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan adalah seperti
yang disampaikan oleh B.Tjokroamidjojo, (1991:116).
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a. Jangan didasarkan pada selera seketika tetapi harus melalui proses
yang rasiona! berdasarkan akal sehat.

b. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan
pembentukan kebijakan.

c. Dikembangkan unified approach dalam perumusan kebijakan.

d. Peka terhadap kebutuhan obyektif masyarakat.

Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai
dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atay obyek yang akan
terkena dampak kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentu
kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikansjika, fernyata pelaksanaannya
tidak sesuai dengan harapan obyektif tadis Dari beberapa proses kebijakan,
implementasi kebijakan merupakan aspgk _yang’ penting dari keseluruhan proses
kebijakan.

Implementasi  kebijakan- itu” sendiri mengandung beberapa makna,
sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus Webster (dalam Wahab,S.A. 1997:64)
bahwa : "to Implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for
cariying but"(mefimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini
kita ikuti, maka implementasi daripada kebijakan dapat di pandang sebagai suatu
proses untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk
undang-undang, peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau
Dekrit Presiden).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1986:4) memberikan penjelasan

mengenai makna impiementasi tersebut sebagai berikut:
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"Memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara,
yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian".

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu dengan arena-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, J.A.M. Maarse
{(dalam Sunggono, 1994:137) dengan demikian yang diperlukan ddfam_implementasi
tersebut adalah suatu tindakan yang sah atau implementasi sudtu reneana peruntukan.
Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat melibatian) penjabaran lebih lanjut
dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut @leh pejabat atau instansi pelaksana
(Hamdi, 1999:5).

Implementasi kebijakan publik ‘pada umumnya diserahkan kepada lembaga-
lembaga pemerintahan dalam berbagai jénjangnya hingga jenjang pemerintahan yang
terendah, dari Pemerintah Pusat.sampai Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu“secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu
dipertimbangkan-dalam mengupayakan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini
sebagaimana“dikémukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Ilamdi, 1999:55)
sebagai berikut:

(1) Implementasi perlu didasarkan pada suatu teori yang tepat dalam

menghubungkan perubahan dalam perilaku target dengan pencapaian
tujuan kebijakan.

(2) Adanya penjelasan arah dan struktural kebijakan

(3) Adanya keterampilan teknis dan manajerial yang memadai di unit-
unit kerja yang melaksanakan kebijakan.

(4) Adanya dukungan-dukungan yang tepat dari partisipasi terkail.
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(5) Hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai
mengurangi atau meniadakan pentingnya arti kebijakan yang
dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa dalam implementasi suatu
kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam (internal) organisasi
Pemerintah dan faktor dari luar (eksfernal). Disamping memperhatikan faktor intern
dan eksternal organisasi maka ada beberapa model yang dikembangkan oleh Rippley
dan Franklin (1986:89) yang antara lain menyatakan bahwa-keberhasilan dari
implementasi kebijakan atau suatu program itu adalab”dituj0Kan dari tiga faktor
seperti :

(a) Perspektif kepatuhan (complicuce) yang mengukur implementasi
dari kepatuhan "street ley€i bureaucrats” terhadap atasan mereka.

{b) Keberhasitan implemigntasi diukur dari kelancaran rutinitas dan
tiadanya persoalan

(¢) Implementasi~“yang ~berhasil mengarah kepada kinerja yang
memuaskans, semua pihak terutama kelompok penerima manfaat
yang diharapkar,

Dengan demikian dpabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-faktor
yang mempengartthi suatu implementasi kebijakan dengan memperhatikan prosedur-
prosedur yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang tepat pada
sasaran yang diinginkan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan
kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6)

bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan

kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas Instansi Pemerintah yang melibatkan
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berbagai pihak vang berkepentingan {policy stakeholders). Implementasi kebijakan
publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah
implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edwards 11T (1984:9-
10). Edwards Y1 mengajukan pendekatan masalab implementasi dengan teriebih
dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

1. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan,

2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan\ empat faktor yang
merupakan syarat utama keberhasilan proses impleméntasi, yakni komunikasi,
sumber daya, sikap Birokrasi atau pelaksana dafstrukfur organisasi, termasuk tata
aliran kerja Birokrasi. Empat faktor tersebut ‘menjadi kriteria penting dalam
implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu progfdm ‘banya dapat dilaksanakan dengan baik apabila
jelas bagi para pelaksanan/Hal ini menyangkut proses penyampalan informasi,
kejelasan informasi.dan ‘konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya,
meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang
dibutuhkan gina pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap
program. Struktur birokrasi didasarkan pada Standard Operating Prosedure (SOP)
yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Untuk memperlancar

implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik.
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Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:
1. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah

untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang
yang dibuat oleh pihak berwenang;

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan
kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala
kebijakan dianggap logis;

Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah;

4, Awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan
berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu
yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:5), terdapat-tiGa perspektif dalam
analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi{ publik dan perspektif ilmu
politik. Menurut perspektif administrasi publik,\implementasi pada awainya dilihat
scbagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang
Dunia II berbagai penelitian Administrasi Negara menunjukkan bahwa ternyata agen
administrasi publik tidak hanya-dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh
tekanan dari kelompok képentingan, anggota lembaga legisiatif dan berbagai faktor
dalam lingkungan'politis.

Perspektif 1lmu Politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap
kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspekiif organisasi
dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya
input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan
preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus
pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara

output kebijakan dengan tujuannya.
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Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual”
dalam implementasi kabijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11). Pendekatan kepatuhan
muncul dalam literatur Administrasi Publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian
pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu
atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku
organisasi.

Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan pérspektif kepatuhan,
yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh jtetapi justru kurang
diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesaift’dengan baik. Perspektif
kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi babwa terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar
lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif,
tetapi saling melengkapi satu Sa:nfs ldin. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai
mengakui adanya faktor’ eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen
administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif
faktual yang juga miemfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional
yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980:7).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan
bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan
keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu:
(1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2)

kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan
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pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau
pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses
implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah
dikatakan berhasi! jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara
pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program:!

Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala
program membawa dampak seperti yang diinginkap=State program mungkin saja
berhasit dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang
dihasilkan, atau sebaliknya.

Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang
begitu kompleks bahkan tidak jarang” bermuatan politis dengan adanya intervensi
berbagai kepentingan. Unwk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi
tersebut dapat dilihat ‘pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi
kebijakan Eugenée Bardach yang dikutip oleh Agustino,L. (2006:138), yaitu:

“Adalali cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang
kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-
kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para
pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk
mereka anggap klien”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Homn yang masih dikutip oleh Agustino,L.

(2006:139), mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan

yang di lakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
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kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
vang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan™.

Menurut W.Dunn, (2003) bahwa kebijakan dapat dinilai batk atau tidaknya
tentunyadilihat dari proses sebuah kebijakan,implementasi kebijakan dan hasil evalusi
kebijakan, implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah
tindakankebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan, implementasi kebijakan pada
dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi Kebijakan dan
pada dasarnya bersipat teoritis.

Tahap implementasi merupakan tahap vydng. penting dan kritis yang
memerlukan kerjasama segenap pihak dalam{peny@sunan dan pelaksanaan suatu
kebijakan.Sebelum suatu program dilaksinakap, dilakukan persiapan yang matang
dalam segala hal yang menyangklit program, misalnya organisasi, tenaga kerja
termasuk kualifikasi orang-orang-yang terlibat didalamnya. Dalam siklus pengelolaan
program, setelah langkah’ persiapan dan persetujuan pihak yang berwenang, akan tiba
pada tahap implementasi yang merupakan operasionalisasi keputusan-keputusan yang
telah ditetapkan,sebefumnya.

Namun” perlu diingat bahwa terdapat faktor-faktor penyebab kegagalan
implementasi yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (1983), sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan
Implementasi kebijakan dapat gagal karena;
a. Samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak dapat terinci), sarana dan

penentuan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali
tidak ada.
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b. Kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan
dilaksanakan,

¢. Kadang-kadang perundang-undangan mempnnyai begitu banyak lubang,
sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-obyek kebijakan dapat
mengelaknnya,hal mana dapat mematahkan semangat para pelaksana,

d. Kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga manusia).

2. Informasi
Kurangnya informasi dari para faktor terhadap ojek kebijakan dan struktur
komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana daniobyek dukungan,

3. Dukungan
Pelaksana suatu kebijakan akan dipersulit jikd pé€laksana tidak cukup dukungan
untuk suatu kebijakan, juga kurang kesediaamobyek-obyek kebijakan untuk kerja
sama pada pelaksana, serta obyek-obyek kebijakan “terikat” kepada kegiatan-
kegiatan tertentu oleh kewajiban-Kewajiban sesuai dengan undang-undang,
kepatuhan dari obyek<obyek“kebijakan sedikit, jika peraturan-peraturan ini
bertentangan dengan péndapat yang dianut oleh obyek-obyekkebijakan, atau
keputusan mereka.

4. Pembagian potensi
Gagalnya suatu kebijakan dapat pula disebabkan karena adanya pembagian
potensi diantara aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan adanya pembagian
wewenang dan tanggung jawab yang tidak disertai dengan pembatasan-
pembatasan yang jelas, serta adanya desentralisasi dalam pelaksanaan.

R. Nugroho, (2003) mengutamakakan dua pilihan langkah dalam implementasi

kebijakan yaitu :
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1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
2 Melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu jalah
untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun
sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah. Sebab, fungsi implementasi mencakup puta penciptaan
apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaijan kebijakan negara
vang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran, teftentu yang dirancang
secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tdjuan<ujuan dan sasaran yang
dikehendaki.

Berdasarkan pendapat di atas, nafipak bahwa implementasi kebijakan tidak
hanya terbatas pada tindakan atau perilaicu-badan alternatif atau unit birokrasi yang
bertanggung jawab untuk meldksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari
target group, namun lebik daft 11y juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik

sosial ekonomi yang-berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat.

E. Pemberdayaah Perempuan

Pada masa reformasi ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya
pembaharuan hukum, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di bidang
politik telah diwujudkan dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden
yang juga selaku Kepala Negara memegang pimpinan bangsa dan negara Republik

Indonesia vang Kita cintai ini merupakan kebanggan kita bersama. Perkembangan
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peradaban di dunta Barat dan Timur yang semula tumbuh dalam lingkup budaya dan
ideologi patriarkis telah terkikis dengan meninggalkan dampak negatif diberbagai
aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta telah menciptakan ketimpangan
gender.

Kebudayaan global tengah mendesak kepentingan kesetaraan gender
keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Tidaklah mungkin diingkari, kita telah
melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah
"konco wingking" belaka, tetapi masih diharapkan "kewajiban domestik" dapat
tertanggulangi bersama secara kemitrasejajaran serfa derigan berbagi peran dalam
keluarga vang sejahtera. Bahwa kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis
kelamin, tetapi kehidupan publik mehsyaratkan kualifikasi tersebut bilamana
kesempatan di mungkinkan.

Prinsip dasar dalam (Kohvensi Wanita adalah persamaan substantif, non
diskriminasi, dan pripSip kewajiban negara. Peraturan Hukum yang bersifat
diskriminatif pada “zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi
pemberdayaan‘pererpuan. Bias gender masih terasa dalam substansi hukum positif,
meskipun pemérintah sudah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-

hak perempuan.

F. Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Riau

Landasan Hukum kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau antara lain :
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1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisitem perencanaan
pembangunan nasional menetapkan bahwa tahapan pembangunan meliputi
(1). Penyusunan Rencana, (2). Penctapan Rencana, (3). Pengendalian
pelaksanaan rencana dan, (4). Evaluasi Pelaksanaan rencana. Undang-
undang ini membuka peluang bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki
untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan tahapan perencanaan
pembangunan,

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG dalam
Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah telah memasukan perspektif gender-(keterlibatan
perempuan dan laki-laki dalam keselurvhan  tahapan” perencanaan

pembangunan) dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan PUG (Pengarasutapiaan Gender) dalam Pembangunan
Dacrah menjadi bukti komitmen pemenintah untuk menggunakan PUG
sebagai salah satu strategi pembangunarn.

5. Bab 12 Rencana Pembangunari” Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009,
yang dikeluarkan melalui Perattran Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2005,
tentang peningkatan kualitas ‘kehidupan dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.

6. Peraturan Daerah” Nomior 4 Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang
Pembentukan 8atuan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan
Riau, Biro Peémberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok yaitu
menyiapkafi~bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan
pembinaan ‘teknis kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan perempuan dan anak.

7. Peratdran Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan
PUG dalam pembangunan Propinsi Kepulauan Riau.

H. Kerangka Berpikir

Kebijakan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007. Indikator yang
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dijadikan tolak ukur dalam kebijakan program pemberdayaan perempuan di Provinsi
Kepulauan Riau antara lain : (1) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender; (2)
Pemberdayaan Perempuan; (3) Ekonomi Perempuan; dan (4) Perlindungan
Perempuan.

Setiap kebijakan program pemberdayaan yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
berpedoman kepada indikator yang ada tujuannya untuk mengevaluasi setiap
kebijakan program yang telah dijalankan Badan Pemberdayaan” Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi program pemberdayaan diperlukdn agar setiap kebijakan program
yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan Riau dapat memberikaps manfaat secara langsung terhadap masyarakat

yang merupakan sasaran program pemberdayaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40992.pdf

Tabel 2.1.

Kerangka Berpikir

Indikator

I. Perwujudan Kesetaraan dan
Kebijakan Program Keadilan Gender.
Pemberdayaan Perempuan dan 2. Program Pemberdayaan
Perlindungan Anak Perempuan.
Provinsi Kepulauan Riau 3. Kebijakan Program Ekonomi
Perempuan
4. ProgramnPerlindungan
Perenipuan dan Anak

Proses implementasi

Evaluasi Kebijakan Program Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Provinsi Kepulavan Riau

Rekomendasi

Perspektif Hasil

(Gambar : 2.1 : Kerangka Berfikir )
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1. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau
operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana
mangamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris yang bertujuan uniuk
memudahkan dalam pelaksanaan penelitian dilapangan. Menurut Silalahi,U. (2009:
120) operasionalisasi konsep-konsep sangat diperlukan untuk menggambarkan
tentang apa yang harus diamati.

Guna memudahkan pemberian arah dan kejelasan teniang penelitian ini
nantinya, Penulis perlu memberikan defenisi secard konseptual terhadap variabel

penelitian dengan konsep sebagai berikut :

1. Konsep kebijakan publik (public pelicy) adalah sebagai suatu proses yang
mengandung berbagai pola “aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat
keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam
beberapa cara yang'khusus

2. Konsep evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses
kebijakan “publik untwk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu
kebijakan, selain itu dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan
telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksanaan
vang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian

ini adalah :

1. Program Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan Riau yaitu Program kebijakan
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peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan yang
merupakan program prioritas dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
yang merupakan hasil evaluasi dari Rencana Strategis pelaksanaan Renstra Biro
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2006-2010 yang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006,
tanggal 27 Juli 2006 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005-2010;

2. Pemberdayaan Perempuan.

Adalah upaya untuk memberikan keleluasaan pada kaum perempuan agar dapat
menentukan pilihan dalam merespon dinamika kehidupan yang'berubah sehingga
perubahan sesuai dengan yang direncanakan;

3. Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan,

Dapat diartikan sebagai suatu tindakan-tindakap _atalpun pelaksanaan dari
kebijakan yang diarahkan kepada perempuan untuk'meningkatkan taraf kehidupan
dan pola pikir, sehingga dapat menjalankan, fungsinya dalam kelangsungan
pembangunan yang dilaksanakan;.

4. Efektifitas Implementasi Kebijakan ~Program Pemberdayaan Perempuan
Keberhasilan kebijakan atau pragram yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindunganh, Anak Provinsi Kepulauan Riau juga dikaji
berdasarkan perspektif proses-implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif
proses, program pemeriniah diKatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuat dengan
petunjuk dan ketentuan ‘pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang
mencakup antara lain{cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan
manfaat program.“Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil
manakala programn membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program
mungkin saja‘berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari
dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A,  Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian
Evaluasi. Menurut  S.Arikunto, (2004:1) evaluasi  adalah kegiatan  untuk
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi
tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang_tepat) dalam mengambil
keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal igi “ddalsh menyediakan informasi-
informasi yang berguna bagi pihak "decisiop~maker" untuk menentukan kebijakan
yang akan diambil berdasarkan evaliasi yang telah dilakukan.dengan analisis data
kualitatif deskriptif.

Dengan metode desksiptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
jelas tentang bagaimana_efektifitas kebijakan program pemberdayaanperempuan yang
dilakukan BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan RiauSerta implementasinya.

B. Lokasi penelitian

Menurut S. Nasution, (1996) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian
tempat, atau lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya 3 (tiga) unsur yaitu: Pelaku,
tempat dan kejadian yang dapat diobservasi.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dan lokasi yang dijadikan kegiatan
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program pemberdayaan perempuan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau seperti, Rumah Singgah Engku Putri,
Koperasi Wanita Melati Jalan Pemuda Tanjungpinang.

Alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut diatas karena sesuai
dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin di peroleh dari dari gambaran nyata
tentang bagaimana penilaian yang di lakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan Riau terhadap Program| Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Riau.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, makadnstruimen utama dari penelitian
ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangén upfuk mencari informasi melalui
observasi dan wawancara. Sebagaimand.dikemukakan oleh Moleong(2000:103)
menerangkan bahwa bagi peneliti kalitatif manusia adalah instrumen utama karena
ia menjadi segala bagi proses”penelitian. Ia sekaligus merupakan perencana,
pelaksana, pengumpul /datay analisis, penafsir dan akhirnya menjadi pelapor
penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subjek” penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga
(organisasi), yang sifat-keadaannya (attribut-nya) akan diteliti. Dengan kata lain
subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek

penelitian.
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Tabel 1II.1. Subyek Penelitian

. Jenis Kelamin
No Pekerjaan Laki-laki | Perempuan
1 | Kepala 1
2 | Sekretaris 1
3 | Kepala Bidang 1 2
4 | Kepala Sub Bidang 4 4
5 1 Staff Badan PP 5 3
6 | Karyawan Rumah Singgah Engku Putri 3 2
7 | Perwakilan LSM 1 1
8 | Anggota di Industri Rumah TanggaBinaan 5 7
Badan PP dan PA (Masyarakat)

Jumlah 19 21

Sumber :Data Primer diclah 2012

Dari tabel HI4 dapat diterangkan bahwa jumiah subyek penelitian
keseluruhan adalah, 40 yang dengan rincian laki-laki berjumlah 19 orang dan
perempuan berjurnlah 21 orang.Dari jumlah subyek penelitian tersebut peneliti tidak
mengambil keseluruhan subyek penelitian tersebut melainkan 21 orang yang menurut
peneliti sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nasution,S.
(1996:32) yaitu: Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber
yang dapat memberi informasi. Sampe} dapat berupa hal, peristiwa manusia, situasi
yang diobservasi. Sering sampel dipilih secara purposive bertalian dengan purpose

atau tujuan tertentu. Sering pula responden diminta untuk menunjuk orang lain yang
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dapat memberikan informasi kemudian responden ini diminta pula untuk menunjuk
orang lain dan seterusnya. Cara lazim ini disebut snowball sampling yang dilakukan
secara serial atau berurutan.
D. Teknik dan Instrumen Data

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi
instrumen yang dijadikan pedoman wawancara dalam melakukan langkah awal
menyusun pedoman wawancara yang akan dilaksanakan dilapangan, Dengan kisi-kisi
instrumen ini, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nanfinya akan ditanyakan

kepada narasumber akan mengacu kepada kisi-kisi yang stdah dibuat sebagai berikut:

No Variabel indikator Instrumen
Penelitian
1  Kebijakan Program Pemberdayaan  p4erwujudan Kesetaraan | -Pedoman
Perempuan Sekretariat Dagrah dan Keadilan Gender Wawancara
Provinsi Kepulauan Riau B5:Program Pemberdayaan | -Telaah Dokumen
Perempuan -Studi Literatur
c.Kebijakan Program -Observasi

Ekonomi Perempuan
d.Program Perlindungan

Perempuan

2 Evaluasi KebijaKariProgram a.Proses Implementasi -Pedoman

Pemberdayaan Perempuan -Pelaksanaan Wawancara
-Agen Pelaksana -Telaah Dokumen
-Kelompok Sasaran ~Studi literatur
-Manfaat Program -Observasi
b.Persfektif Hasil

-Berhasil
-Tidak Berhasil

Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

dengan 2 (dua) cara yaitu :

. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung kelokasi
penelitian (field research) untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Dilakukan dengan cara berikut :
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a. Pengamatan atau observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati
secara langsung sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian serta
melakukan pencatatan.

Peneliti langsung melakukan observasi:

1).Rumah Singgah Engku Puteri yang merupakan tempat perlindungan korban
tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.Tujuan untuk
mendapatkan data jumlah korban perdagangan perempuan dan anak yang
telah dilayani di Rumah Singgah Engku Putri serta ufituk mengetahui

hambatan dan masalah dalam memberikan pelayanan kepada para korban
tindak kekerasan.

2). Tempat Industri Rumah Tangga hasil binaan/ddariBadan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Protipsi. Kepulauan Riau. Untuk
mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam meningkatkan ekonomi
keluarga melalui Pelatihan Manejesien \Jndustri Rumah Tangga serta
pembinaan dan peningkatan program pemberdayaan perempuan olehBadan
Pemberdayaan Perempuan dan Petlisidungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

3). Tempat Pelatihan Ketrampilan remaja putus sekolah yang berupa Tata Rias
Wajah dan Sanggul, Pelatihan’ Komputer dan Pelatihan Kecantikan Rambut
yang diselenggarakan jolehBadan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui jumlah
remaja putri yapg “putus sekolah dan ikut dalam program pelatihan
ketrampilan tefsebut:

b. Wawancasa.(Znterview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan
langsung dengan informan atau key informan yang dianggap mengerti
permasalahan yang diteliti. Wawancara dan tanya jawab dilakukan dengan
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan Riau, SekretarisBadan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang padaBadan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, Kepala
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Subbidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan Riau, Aparatur baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak
Tetap (PTT) maupun Pegawai Kontrak dari Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan Riau, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LLSM), serta masyarakat yang terlibat dalam program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
yang berjumlah 20 orang dari keseluruhan subyek penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperlukan antuk mendukung
data primer. Pada penelitian ini data sekundef, yang dimaksud adalah
dokumentasi yang berupa Laporan kegiatap “pélatihian ketrampilan bagi remaja
putus sekolah, Perlindungan perempuankorban tindak kekerasan dan perdagangan
perempuan dan anak, renstra 204 1-2015; laporan pelatihan menejemen industri
rumah tangga, laporan Kegiatan pembinaan dan peningkatan program
pemberdayaan perempuan’Provinsi Kepulauan Riau.

E. Prosedur Penelitian

Agar, pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan
efisien, perlu ditetapkan prosedur pengumpulan data. Berdasarkan strategi yang telah
disusun, maka pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sebagai
berikut:

1. Tahapan pengumpulan referensi awal dan studi literatur untuk mendukung

kegiatan penelitian. Dalam hal ini dilakukan tinjauan pustaka dan pengumpulan
data sekunder serta informasi pendukung lainnya. jenis kajian ini meliputi:

literatur, jurnal, artikel, peraturan dan berbagai kebijakan yang terkait dengan
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penelitian.

2. Tahapan persiapan teknis.
Persiapan-persiapan teknis yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan
penelitian seperti berikut:
- Pendalaman metodologi penelitian
- Diskusi/bimbingan/tutorial/ dari pembimbing penelitian
- Penetapan target pendataan dan penyusunan, rencana pelaksanaan

pengumpulan data.
- Penyusunan rencana pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dan jadwal
pelaksanaan penelitian.

3. Observasi Lapangan
Pada tahap ini pada prinsipfiya.dilakukan untuk mengenali kondisi riif keadaan di
lapangan serta mempelajan Karakteristik masyarakat setempat dan menghimpun
data-data sekunder) terkait penelitian untuk memudahkan peneliti pada saat
tahapan penguffipulan data akan dilaksanakan (tahap penyebaran kuesioner).

4. Kajian awal’dan persiapan kuesioner
Tahapan ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi lapangan dan
melakukan telaah data sekunder. Pokok tahapan ini adalah melakukan
identifikasi dan resume kondisi lapangan berdasarkan hasil kegiatan observasi
lapangan yang masih bersifat umum. Berdasarkan kajian awal, maka disusun
daftar pertanyaan (kuisioner), yang fokus kepada objek penelitian.Pengisian

kuisioner ini dilakukan secara eksploratif melalui wawancara langsung (indepth
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program pemberdayaan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.
5. Melakukan Survey Lapangan/Pendataan
Tahapan ini dilakukan untuk menghimpun data, yang membutuhkan waktu
sekitar 3 bulan. Tahapan ini dilakukan pada bulan Februari — Mei 2012.
Daiam mengumpulkan data penelitian penulis membutuhkan alat Bantu (instrumen
penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) alat banty, yaitu :
1. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara digunakan agar wawascara yang dilakukan tidak
menyimpang dari tujuan penelitian, Pedoman ini’disdsun tidak hanya berdasarkan
tujuan penelitian, tetapi juga berdasark@n teori yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
2. Pedoman Observasi
Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai
dengan tujuan penelitiafi. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi
terhadap perflaku’sabyek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan
atau setting Wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subyek dan informasi
yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara. Beberapa informasi yang
diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek,
perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti
melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau
kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu
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melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Menurut pendapat Burhan,

B. (2007:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan

dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur,

dan observasi kelompok tidak terstruktur.

a. Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan
data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan
dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar-terlibat dalam
keseharian responden.

b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi /yang dilakukan tanpa
menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus
mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

c. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok
terhadap suatu atau beberapa‘obyek sekaligus.

Beberapa hal yang perlu/diperhatikan dalam observasi adalah topografi, jumlah

dan durasi, intensitas ‘atau kekuatan respon, stimulus kontrol (kondisi dimana

perilaku muncul), dan kualitas perilaku. Dalam penelitian ini observasi yang
digunakan adalah observasi tidak berstruktur.
3. Alat Perekam

Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat

berkonsentrasi pada proses pengambilan data tampa harus berhenti untuk mencatat

jawaban-Jawaban dari subyek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat
dipergunakan setelah mendapat ijin dari subyek untuk mempergunakan alat

tersebut pada saat wawancara berlangsung.
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F. Analisa Data Penelitian

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kepulauan Riau bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan Riau memiliki tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Pemberdayaan
Perempuan, Ekonomi Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesgjahteraan Keluarga.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan” Anak Provinsi
Kepulauan Riau memiliki tugas dan tanggung jawab-cukup berat yang didasarkan
pada peningkatan harkat dan martabat perempuan/yang mandiri dalam keluarga dan
pembangunan, sangat membutuhkan adanya kerjasama yang baik serta kesadaran
masyarakat itu sendiri untuk melakukan pérubahan sesuai dengan ketentuan program
maupun kebijakan yang menyarigkut, Pémberdayaan Perempuan.

Dalam upaya pelaksanaan implementasi peningkatan kualitas hidup dan
pertindungan perempuan, memberikan pengaruh bagi keberhasilan kebijakan yang
ditetapkan, sehifigga” tercapai tujuan dari pemberdayaan perempuan tersebut,
Pemberdayaari perempuan sebagai suatu upaya untuk memberikan keleluasaan pada
kaum perempuan agar dapat menentukan pilihan dalam merespon dinamika
kehidupan yang terus berkembang sesuai dengan yang direncanakan.

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan menyangkut kualitas hidup dan
perlindungan perempuan sebagai upaya perempuan selaku subyek atau pelaku
program peningkatan pemberdayaan dapat merespon kondisi yang ada serta ikut serta

dalam kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan serta mampu mengangkat
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harkat dan martabat perempuan dari permasalahan menyangkut harga diri perempuan
dalam kelangsungan kehidupan masyarakat.

Program Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Riau dalam
peningkatan kualitas taraf hidup perempuan dipengaruhi beberapa faktor antara Jain :
Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Program Pemberdayaan Perempuan,
kebijakan Program Ekonomi Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan yang
secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan program™pemberdayaan
perempuan.

Sedangkan Evaluasi terhadap kebijakan program‘ peémberdayaan perempuan
dapat dipengaruhi melalui proses implementasi“dan, persfektif hasil yang nantinya
dapat dijadikan tolak ukur apakah progranrkebijakan pemberdayaan perempuan yang
dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau menimbulkan dampak positif ataupun tidak.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Evaluasi Kebijakan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk mensosialisasikan
manfaat sebuah kebijakan.Proses penilaian atau evaluasi\Suatu kebijakan
program pemberdayaan perempuan melalui beberapa ‘tahapan kegiatan
diantaranya yaitu:perwujudan kesetaraan dan) keadilan gender, Program
Pemberdayaan Perempuan, Kebijakan APrégrdm Ekonomi Perempuan dan
Program Perlindungan Perempuan! Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan
bahwa Kebijakan Program Pembertayaan Perempuan yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Perempudn.dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
dapat berhasil apabilal ada kerjasama diantara para stakeholder yang secara
bersama-sama~memberikan input guna peningkatan peran serta perempuan
untuk merespon kondisi yang ada terkait dalam gender diantara laki-laki dan
perempuan dalam pencapaian tujuan pemberdayaan perempuan yang mandiri.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Program
Pemberdayaan Perempuan antara lain adalah: masih rendahnya kualitas SDM
perempuan akan mempengaruhi kualitas generasi muda mendatang, hal ini
dapat terlihat dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan
Riau sebesar 63,49% lebih rendah dari IPG Nasional sebesar 67,20%. Oleh

karena perempuan memiliki fungsi reproduksi dan sangat berperan dominan
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dalam mengembangkan SDM masa depan. Sayangnya, pengakuan hak-hak
perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia belum banyak
diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Alternatif kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan yang dalam mengatasi
kesenjangan dalam pembangunan membutuhkan perencanaan yang strategis,
mulai dari pembuatan kerangka kebijakan Pemerintah yang berkompeten
dengan sensitivitas gender sampai dengan membentuk (sistefiv, yang mampu
mengakomodasi gender sebagai isu penting dalam formudasi, implementasi dan

evaluasi kebijakan.
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B. SARAN

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulavan Riau khususnya Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
untuk mere-definisi istilah ‘pemberdayaan perempuan’ dengan melihat kenyataan
bahwa ada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan lak-laki di segala
bidang. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan Riau,
Membentuk Forum atau Kelompok Kerja yang ‘melakukan Kordinasi
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuandi tingkat Kabupaten / Kota dan
Propinsi, dan mendorong forum atau kelompek kerja ini bekerja secara aktif.

2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap Program Kerja Pemberdayaan
Perempuan secara berkala serta mendorong Pemerintah untuk mengikutsertakan
Perempuan / Kelompok /pereinpiian dalam musrenbang mulai Tingkat Desa,
Keiurahan, KecamatanyKabupaten dan Provinsi. Disamping itu juga mendorong
Pemerintah tepai, menentukan sasaran penerima manfaat dari Program
Pemberdayaan® ferempuan, serta mendorong Pemerintah melakukan peran
‘pembindan’ dan ‘pendampingan’ yang partisipatif dan berkelanjutan kepada
kelompok-kelompok  stratcgis  percepatan  terwujudnya  pemberdayaan
perempuan, serta mendorong Pcmerintah untuk melakukan pcmantauan dan
pelaksanaan komitmennya terkait dengan evaluasi pelaksanaan program yang

telah dilakukan.
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PEDOMAN WAWANCARA

STUDI EVALUASE KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PLREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI PROVINS! KEPULAUAN RIAU

. KUBHAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
a. Bagaimana Kebijakan Prograrn Pemberdayaan yang dilaksanakan 13adan

Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Previnsi Kepulauan

Riau mutai Tahun 2008-2012 .

- Program apa saja yang dilaksanakan ofeh Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provipsi” Kepulawan Riau untuk
meningkatkan kualitas dan taedt, hidup perempuan di Provinsi
Kepulavan Riau ?

- Diperuntukkan untuk sidpa=saja Program Pemberdayaan tersebut
dilaksanakan ?

- Hasil apa yang diharapkdn dari Propram Pemberdayaan Perempuan ?

b. Bagairmana cafa, meningkatkan Sureber Daya Manusia khususnya keahlian
dan kctrampilan para pelaksana program agar setiap tahapan program
kegiatan\pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan ?

¢. Sarana dan Prasarana penunjang apa saja vang dipergunakan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan
Riau untuk mendukung dan menyukscskan kegiatan program pemberdavaan

di dacrah Provinsi Kepulauan Riau ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40992.pdf

1317

d. Bagaimana Kebijakan Program Pemberdayaan yang berkaitan dengan
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (1IPM) yang merupakan modal
penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Marusia (SDM) 7

1.  EVALUASI KEBIAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PERIMPUAN
PROVINS! KEPULAUAN RIAUL

a. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulanan Riau untuk mendukung Kebijakan
Program Pemberdayaan Perempuan ?

b, Bagaimuna Sirategi yang dilaksanakan Badan Penberdaysan Perespuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulavan @43y uhtuk mensosialisasikan
dan menyukseskan Kcbijakan Program, Pemberdayaan Perempuan yang
telah direncanakan ?

¢. Bagaimana Pemahaman dafi™Pemgetahuan para pelaksana program dalam
hal ini Pegawai Badan'Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
terhadap KebijoKan Péningkatan Kualitas 1lidup perempuan di Provinsi

Kepulauan Riau?
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PEDOMAN OBSERVASI

STUDI EVALUASI KEBJAKAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Objek Evaluasi : Pelaksanaan Evaluasi Program
Jenis Kegiatan : Evaluasi Rumah Singgah Engku Puetri
Hari/Tanggal  : Senin/23 April 2012
Kondisi
No | Aspek-Aspek yang diobservasi = c 2 Keterangan

1 | Rumusan Judul Kegiatan

Latar Belakang Kegiatan

Tujuan Evaluasi

Pertanyaan Evaluasi

Kelengkapan Komponen Program

Jenis Sumber Data

Metode yang digunakan

ol ~| N | ) W] N

Langkah-langkah Kegiatan

Tanjungpinang, 23 April 2012

Yang melakukan Observasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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